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Applying e-government system is the fulfillment of public demands dealing with 
transparent government system. It is in line with the application of freedom of 
information act that allows society to access the government information. This study 
aims to analyze the public response toward the application of e-government, the 
roles of e-government in fostering transparent government in Southeast Sulawesi, 
and the constraints faced by Bureau of Public Relations and PDE as the manager of 
e-government in this regioni. The findings indicated that there was still lack of 
information to publics about the existence of e-government in Southeast Sulawesi. 
The information and data presented on the website require the ability and 
understanding of good administrative skill, so that only people who have high levels 
of education and knowledge who can understand the information and data 
presented. The government has also implemented e-government system in fostering 
transparent government. One of them  is online-based government services system 
which presents all working plans and the use of development funds in e-
government. Meanwhile, there are still a lot of incomplete and inaccurate data and 
information on the site.    
Keywords: e-government, transparency, Southeast Sulawesi 
 
Abstrak 
e-government merupakan wujud pemenuhan tuntutan masyarakat akan sistem 
pemerintahan yang transparan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tanggapan 
masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap penerapan sistem e-government, peran e-
government dalam mewujudkan transparansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara 
dan kendala yang dihadapi oleh Biro Humas dan PDE selaku pengelola e-
government Sulawesi Tenggara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya situs e-government 
Sulawesi Tenggara, Informasi dan data yang disampikan pada situs e-government 
tersebut memerlukan kemampuan dan pemahaman administratif yang baik, 
sehingga hanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan 
pada taraf menengah keatas, yang dapat memahami informasi dan data yang 
disajikan pada e-government Sulawesi Tenggara.Salah satu wujud penerapan 
transparansi pemerintah Sulawesi Tenggara adalah dengan adanya sistem layanan 
secara online dan mengekspose semua rencana kerja serta penggunaan dana 
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pembangunan dalam e-government, hanya saja masih banyak data dan informasi 
yang tidak lengap dan aktual dalam situs tersebut, hal ini  karena biro humas dan 
PDE pemerintah Sulawesi Tenggara masih terkendala dana operasional dalam 
tugasnya mengelola data dan informasi yang akan disajikan pada  situs e-
government tersebut.    
Kata Kunci: e-government,  transparansi, Sulawesi Tenggara 
 
A. PENDAHULUAN 
Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga 
negara Indonesia, termasuk informasi mengenai bagaimana menjalankan 
pemerintahan di suatu daerah. Masyarakat bebas untuk mengetahui segala 
hal yang berkaitan dengan semua program-program yang dilakukan oleh 
pemerintah, seperti kinerja pemerintah, laporan keuangan, kebijakan 
pemerintah berikut dokumen pendukung, rencana kerja proyek, perjanjian 
badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai, dan lain-lain.  
Kebebasan dalam mengakses informasi tersebut telah diatur dalam Undang-
Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 
yang resmi diundangkan pada tanggal 30 April 2008, setelah mengalami 
proses penggodokan yang cukup alot1.  Undang-Undang ini merupakan salah 
satu wujud dari usaha  pemerintah dalam memberikan kebebasan untuk 
mendapatkan informasi melalui  dibentuknya tatanan hukum formal yang 
mengatur hal tersebut.  
Salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mendukung 
penerapan  UU KIP tahun 2008 ini adalah penggunaan aplikasi electronic 
goverment (e-goverment) yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan 
pemerintahan yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan situs 
internet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat. 
Dengan penerapan e-goverment di era keterbukaan informasi publik tersebut 
menjadi pilar penting dalam pemberantasan korupsi dengan melembagakan 
hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilias badan-badan 
publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya good governance atau 
tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri 
dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, 
responsif, dan kepastian hukum. 
Penerapan e-goverment di era keterbukaan informasi publik tersebut 
tentunya tidak lepas dari peran Humas atau public relations dari sebuah 
lembaga. Pada instansi  pemerintahan, Humas bertanggung jawab dalam 
mengolah informasi kepada publik, serta membangun citra dan menciptakan 
                                                          
1Budianto, Heri & Hamid, Farid.Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa 
Depan. (Jakarta.Kencana Prenadamedia Group.  2013), hal. 337 
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goodwill dan pemahaman  publik terhadap lembaga. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan mengolah media lokal lembaga, membuat press release di 
media massa, membuat event khusus, dan tentunya mempublikasikan 
program kerja dan kegiatan lembaga pada situs resmi lembaga (e-goverment). 
Salah satu tujuan humas yaitu membangun citra lembaga, membuat humas 
pemerintahan cenderung memberitakan kegiatan yang berbentuk seremonial 
saja, sehingga kurang memberikan porsi berita-berita yang akan berpotensi 
menciptakan citra yang negatif bagi lembaga, atau penjelasan terhadap suatu 
permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti misalnya mengapa jalan 
rusak, mengapa biaya rumah sakit meningkat, tidak dipublikasikan di situs e-
goverment tersebut. Padahal membangun citra lembaga tidak hanya 
dilakukan dengan cara memuat berita- berita yang positif saja, akan tetapi 
citra baik lembaga dapat pula diwujudkan dengan memberikan penjelasan 
yang akurat kepada khalayak tentang suatu permasalahan tertentu. Kesalahan 
pemahaman masyarakat yang diakibatkan oleh tidak adanya penjelasan yang 
jelas tentang suatu permasalahan tertentu dapat memicu terjadinya 
gelombang protes masyarakat seperti demonstrasi terhadap suatu kebijakan 
tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila hal tersebut terjadi terus 
menerus tentu saja akan mengakibatkan terbentuknya citra negatif lembaga 
itu sendiri. Era keterbukaan informasi publik saat ini juga memberikan 
kebebasan kepada media massa dalam mengakses informasi tentang kinerja 
pemerintah sebagai badan publik. Fungsi media massa sebagai kontrol sosial 
dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah mengharuskan media 
massa memiliki akses informasi yang mudah, akan tetapi sebelum adanya 
UU KIP, Humas cenderung untuk tidak membuka informasi tertentu2, dalam 
UU No.14 Tahun 2008 tersebut telah diatur batasan dan kategori terhadap 
informasi publik yang dapat diinformasikan dan yang tidak dapat 
diinformasikan kepada publik. 
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang 
tengah berkembang dan melakukan pembangunan dengan pesat. Sebagian 
besar pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat di Kota 
Kendari sebagai ibukota provinsi tersebut, dapat dilihat pembuatan akses 
jalan baru dan pelebaran hampir diseluruh jalan utama di Kota Kendari, 
pembangunan drainase, dan mega proyek pembangunan Jembatan 
Bahterahmas yang akan menjadi jalan penghubung diatas Teluk Kendari 
serta reklamasi Teluk Kendari untuk menjadi sarana wisata dan olah raga 
warga Sulawesi Tenggara. Hal ini tentunya menghabiskan dana yang cukup 
besar baik berasal dari APBD ataupun bantuan dari swasta. Di era 
keterbukaan informasi publik saat ini, segala hal yang berkaitan dengan 




program kerja pemerintah seperti yang telah disebutkan sebelumnya 
seharusnya dapat diakses pada layanan e-goverment yang merupakan 
aplikasi untuk mewujudkan good goverment khususnya dalam hal 
transparansi penggunaan anggaran, pelaporan anggaran yang digunakan 
untuk program kerja pemerintah, ekspose hasil pencapai pembangunan, 
lelang proyek, rekruitmen pegawai dapat menjadi transparan kepada 
masyarakat melalui penerapan e-goverment tersebut. Seiring dengan 
diterapkannya UU No.14 Tahun 2008, badan publik dalam konteks ini adalah 
pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebaiknya memahami bahwa 
hakekat dari transparansi informasi yaitu dengan mengutamakan kepentingan 
masyarakat ataupun pengguna informasi, dengan menerapkan mekanisme 
akses informasi yang efisien, cepat, dan terjangkau publik maupun pers, 
maka organ pemerintah diharapkan peduli terhadap transparansi informasi 
untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat3. 
Melihat fenomena diatas maka dalam artikel ini penulis akan 
memaparkan bentuk transparansi informasi pemerintahan Sulawesi Tenggara 
melalui e-government yang dikelola oleh bagian Humas dan pengelola data 
elektronik (PDE), yang merupakan pejabat pengolah informasi di era 
keterbukaan informasi publik saat ini. Artikel ini juga akan memaparkan 
sejauh mana penggunaan e-goverment tersebut dalam menjalankan program 
kerja pemerintah Sulawesi Tenggara serta kendala-kendala yang dihadapi 
dalam penerapan e-goverment tersebut. Selain itu juga akan  dideskripsikan 
tanggapan dari masyarakat Sulawesi Tenggara mengenai penggunaan e-
goverment. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan 
mendeskripsikan fenomena penggunaan e-government sebagai wujud 
pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi oleh pemerintah 
Sulawesi Tenggara, ditengah pesatnya pembangunan yang dilakukan di 
provinsi tersebut dan tuntutan masyarakat akan transparansi terhadap setiap 
kegiatan dan pelaksanaan program kerja pemerintah Sulawesi Tenggara. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (April-Juni) 2016 dengan cara 
melakukan wawancara kepada unsur-unsur masyarakat Sulawesi Tenggara, 
diantaranya media massa, tokoh pendidikan, wirasawasta, lembaga swadaya 
masyarakat serta pegawai Biro humas dan Pengolah Data Elektronik(PDE) 
Provinsi Sulawesi Tenggara.Observasi dilakukan terhadap situs e-
government Sulawesi Tenggaradan studi terhadap dokumen pendukung 
dalam penelitian ini. Hasil. 




Riset sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh 
Wahyuni Husain4, yang berjudul “Kontrol Sosial Harian Palopo Pos dalam 
Mewujudkan Good Governance di Luwu (Suatu Studi Pemberdayaan 
Saluran Aspirasi Komunitas Daerah)yang meneliti peran media dalam 
mewujudkan Good Governance dimana salah satu komponennya adalah 
transparansi. Riset yang dilakukan oleh Wahyuni Husain meneliti tentang 
peran kontrol sosial, media massa lokal dalam hal ini Harian Palopo Pos,  
dalam mewujudkan konsep good Governance (transparansi, akuntabiltas, 
dan partisipasi masyarakat) di Luwu Sulawesi Selatan, karena seperti kita 
ketahui bahwa salah satu fungsi media massa adalah menjadi kontrol sosial 
di masyarakat kepada keberlangsungan pemerintahan. Media massa dapat 
mengkritik pemerintah atas kinerjanya yang kurang baik dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat akan pemerintahan yang baik.  Riset ini dilakukan 
dengan menganalisis berita-berita yang dimuat oleh Harian Palopo Pos. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis isi untuk 
mengkaji isi berita dari harian Palopo Pos dan analisis kualitatif dilakukan 
pada hasil wawancara dari elemen-elemen masyarakat yang ada di Luwu 
yang berkaitan dengan penelitian tersebut. sedangkan penelitan yang 
dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitataif terhadap 
hasil pengumpulan data yang dilakukan mengenai pelaksanaan, peranan, 
tantangan sampai kepada tanggapan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap 
penerapan e-government . 
Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, sama-
sama meneliti peran dari media komunikasi dalam mewujudkan good 
governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Perbedaannya, 
penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Husain meneliti peran media massa 
dalam hal ini Surat Kabar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada 
suatu aplikasi pemerintahan yang berbasis internet yaitue-
governmnet.Seperti yang kita ketahui bahwa e-governmentsebagai wujud 
perkembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang maju 
sangat pesat di masyarakat saat ini, dimana tren penggunaan media 
komunikasi telah bergeser pada media sosial yang berbasis internet dengan 
menggunakan media baru dengan sistem komputerisasi seperti smartphone 
dan laptop. Halini membuat penelitian yang dilakukan penulis saat ini 
mengangkat isu yang lebih baru dan sesuai dengan tren penggunaan media 
komunikasi di masyarakat saat ini, dibandingkan oleh peneliti sebelumnya 
yang memfokuskan penelitiannya pada surat kabar suatu media komunikasi 
yang sudah mulai ditinggalkan oleh khalayaknya yang kini berpindah pada 
media-media online yang lebih aktual dengan akses yang lebih cepat dan 
                                                          
4Program studi komunikasi massa program pascasarjana Universitas Hasanuddin 
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mudah. Penelitian ini pula dikaitkan pula dengan tren pemerintahan 
Indonesia saat ini  dimana pemerintah telah berada pada era keterbukaan 
informasi publik, sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Undang-Undang ini 
diatur mengenai hak masyarakat dalam mencari, memilih sumber, dan 
menyalurkan informasi yang faktual yang dapat dipercaya. Dalam era 
keterbukaan informasi publik semua informasi harus transparan, dimana 
semua informasi yang menyangkut badan-badan  publik harus dibuka kepada 
masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Di era 
keterbukaan informasi publik saluran informasi bagi masyarakat untuk 
mengetahui kinerja pemerintah terbuka sangat lebar dan  masyarakat dapat 
mengakses informasi dengan cepat dan dimana saja tanpa harus datang ke 
kantor pemerintahan secara online. Melihat trend sistem pemerintahan saat 
ini maka dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada konsep transparansi 
saja, yang merupakan salah satu konsep good goverment, yang ingin dicapai 
pada penerapan e-government di era keterbukaan informasi publik, 
sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni Husain mencakup 
ketiga konsep good governance yaitu transparansi, akutabilitas dan 
partisipasi masyarakat.  
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah  “Peran E-government dalam Mendukung Transparansi dan 
Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah 
Kabupaten Klungkung)”.Penelitian ini dilakukan oleh Putu Krishna 
Yogiswara. Riset ini difokuskan pada administrasi pengelolaan e-
government pemerintahan Kabupaten Klungkung. Riset ini ingin 
menganalisis tentang bagaimana pengolahan pesan-pesan yang dimuat oleh 
e-government tersebut serta faktor-faktor penghambat lancarnya penerapan 
sistem e-goverment tersebut. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai e-government yang 
tujuannya untuk tranparansi informasi kepada publik. Perbedaannya 
penelitian yang dilakukan oleh Putu Krishna Yogiswara5 lebih berfokus pada 
bidang administrasi pemerintahan yang ingin menganalisis bagaimana peran 
e-government tersebut dalam menunjang aktiviitas administrasi 
pemerintahan Kabupaten Klungkung, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada bidang komunikasi yaitu ingin 
melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap transparansi informasi 
yang dimuat pada e-government, serta bagaimana pengelolaan informasi 
                                                          




yang dilakukan oleh bagian humas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 
melalui e-government di era keterbukaan informasi publik saat ini. 
 
B. KONTEN E-GOVERNMENT PROVINSI SULAWESI 
TENGGARA DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
Situs e-government Sulawesi Tenggara terdiri dari dua situs e-
government yaitu www.sultraprov.go.id dan 
www.sulawesitenggaraprov.go.id . Situs sultraprov.go.id dibuat lebih dahulu 
sejak tahun 2008 yang saat ini digunakan untuk menginformasikan hasil-
hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, situs tersebut saat ini diolah oleh Biro Pembangunan dan salah satu 
sub domain dari situs (lpse.sultraprov.go.id)  ini digunakan untuk 
pelaksanaan lelang proyek dan pengadaan barang dan jasa di Provinsi 
Sulawesi Tenggara secara online yang diberlakukan sejak dua tahun terakhir. 
Akan tetapi setelah terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 
yang mengharuskan setiap instansi di pemerintahan memiliki e-government 
untuk memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya kepada publik 
maka dibentuklan situs resmi e-government Sulawesi Tenggara 
www.sulawesitenggaraprov.go.id yang memuat semua informasi tentang 
potensi daerah Sulawesi Tenggara serta semua kegiatan yang dilakukan oleh 
Gubernur Sulawesi Tenggara. Sasaran dari situs ini juga lebih luas, tidak 
hanya ditujuakan  untuk masyarakat lokal saja, tetapi juga ditujukan untuk 
masyarakat dunia. Situs ini juga  bukan hanya untuk membentuk citra 
pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi dapat juga dijadikan 
pedoman bagi yang ingin berinvestasi di daerah Sulawesi Tenggara. Dalam 
penelitian ini hanya terfokus pada situs www.sulawesitenggaraprov.go.id. 
yang dikelola oleh Biro humas dan Pengolahan data elektronik pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap content situs e-government 
Sulawesi Tenggara. www.sualawesitenggaraprov.go.id menyajikan 
kelompok-kelompok informasi yang terbagi menjadi lima bagian besar yaitu 
infrastruktur daerah, pembangunan daerah, struktur perekonomian, media 
center bahteramas, dan sultra eksiklopedia. Pada situs e-goverment provinsi 
sulawesi tenggara juga terdapat bagian beranda, galeri foto, galeri video, 
agenda kegiatan, statistik sultra, dan arsip daerah. Terdapat juga fitur 
transparansi pengolahan anggaran daerah, agenda daerah, dan objek wisata 
dan kuliner. 
Data yang ditampilkan pada situs e-government Sulawesi Tenggara 
tersebut terbagi menjadi dua jenis data,  pertama yaitu data dinamis yang 
dikelola oleh bagian humas yang terdiri dari data video dan foto-foto semua 
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kegiatan gubernur dan setiap SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, data ini di dapatkan dari hasil liputan dari setiap kegiatan yang 
bertujuan untuk membangun citra gubernur dan pemerintah Sulawesi 
Tenggara. Kedua yaitu data statis yang diinput oleh bagian pengolahan data 
elektronik (PDE) yang terdiri dari data-data potensi daerah di Provinsi 
Sulawesi Tenggara serta data dari setiap SKPD menyangkut rencana kerja, 
besarnya anggaran atau pengolahan anggaran, data statis ini biasanya diminta 
ke setiap SKPD oleh biro humas dan PDE.  Pemegang akun pada situs ini 
terdiri dari dua yaitu bagian humas dan bagian PDE akan tetapi  keduanya 
tidak saling mengganggu.  
Dari hasil obeservasi terhadap situs e-government Sulawesi Tenggara 
terlihat bahwa informasi yang disampaikan masih kurang mendetail karena 
data yang disajikan masih data yang sangat umum saja. Selain kurang 
mendetail, data yang disajikan pada e-government tersebut ada beberapa 
yang merupakan data lama, yaitu data pada tahun 2012 dan 2013, hal ini 
sangat mengganggu bagi tampilan e-government tersebut, sehingga 
membawa kesan bahwa situs ini tidak aktif pengupdateannya dan tidak layak 
untuk dijadikan patokan dalam mencari informasi mengenai Sulawesi 
Tenggara, padahal situs ini merupakan situs resmi dari pemerintah Sulawesi 
Tenggara. Akibatnya masyarakat akan enggan untuk membuka situs tersebut.  
Dalam Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik No.14 tahun 
2008 dijelaskan bahwa Informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh 
pemerintah untuk diakses oleh masyarakat meliputi: (1) daftar informasi 
publik dibawah pengelolaannya; (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan 
publik; (3) kebijakan berikut dokumen pendukung; (4) rencana kerja proyek; 
(5) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; (6) kebijakan badan publik; 
(7) prosedur kerja pegawai; dan (8) laporan pelayanan akses informasi6. 
Sehingga informasi diatas harus selalu ditampilkan pada situs e-government 
pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan observasi yang telah 
dilakukan pada e-government pemerintah Sulawesi Tenggara terlihat bahwa 
masih banyak informasi yang wajib untuk disampaikan pada e-government 
belum ditampilakan atau belum lengkap pada situsnya.  
Selain data yang sangat umum dan kurang terupdate, ada beberapa 
data juga yang tidak terisi atau kosong hal ini sangat mengganggu. Pada 
bagian beranda yang memuat tentang berita-berita kegiatan gubernur serta 
foto-foto dan video tidak aktual, atau berisi berita-berita lama, dan hanya 
memuat kegiatan gubernur yang berskala besar saja sedangkan kegiatan yang 
berskala kecil tidak diliput atau di publikasikan di situs tersebut. padahal 
                                                          
6Budianto, Heri & Hamid, Farid.Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa 
Depan. (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013) hal. 338-339 
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menurut Alfira Sofia dan Bagus Husen dalam tulisannya bahwa informasi 
bukan keuangan (non keuangan) juga tidak kalah pentingnya untuk 
diperhatikan karena mempunyai jenis dan posisi yang sama seperti tercantum 
dalam Undang- Undang7. 
Apabila melihat perkembangan pemerintahan saat ini, dimana telah 
diterapkannya transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari 
penyelenggaraan pemerintahan secara manual menuju ke penyelenggaraan 
pemerintahan yang berbasis ICT, bentuk - bentuk transformasi tersebut 
diantaranya adalah perubahan budaya kerja, perubahan proses kerja, 
perubahan SOP dan kebijakan politik, peraturan dan perundangan serta 
kepemimpinan. Pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang berbasis ICT diantaranya penggunaan internet, penggunaan 
infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, 
transaksi dan pertukaran data elektronik dan sistem dokumentasi elektronik8. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diliat bahwa ketersediaan dan 
kelengkapan data elektronik yang disajikan dalam e-government setiap 
daerah tidak dapat ditawar lagi karena adanya transformasi penyelenggaraan 
pemerintahan yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini. Oleh karena itu 
diharapkan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara mulai saat ini terus 
berbenah dalam meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam e-
government. 
 
B.1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi pada E-
Goverment Pemerintah Sulawesi Tenggara 
Masyarakat Sulawesi Tenggara,pada dasarnya sangat mendukung adanya 
e-government. Akan tetapie-government milik pemerintah Sulawesi 
Tenggara tersebut masih kurang diketahui oleh masyarakat, karena tidak 
adanya sosialisasi yang dilakukan oleh biro humas dan PDE9, selaku 
pengelola situs tersebut.Hal ini mengakibatkan masih banyak masyarakat 
Sulawesi Tenggara yang belum mengenal situs www.sulawesitenggara.go.id, 
situs e-goverment tersebut hanya diketahui oleh segelintir orang saja yang 
memiliki kepentingan terhadap situs itu, sehingga hanya orang-orang tertentu 
saja yangmau mengaksesnya, seperti para investor ataukah kontraktor yang 
ingin mengikuti lelang proyek pemerintah. 
                                                          
7Alfira Sofia dan Bagus Husen analisis Transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah daerah menlalaui pengungkapan informasi pada website. Jurnal manajemen 
indonesia Vol 12-No.4 April 2013. Hal .298-299. Diakses tenggal 21 sepetember 2016 
8Materi  seminar kominfo Kendari 7 April 2016 
9Biro Humas dan Pengelola Data Elektronik (PDE) Provinsi Sulawesi Tenggara 
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Dari segi tampilan e-government milik pemerintah Sulawesi Tenggara 
sebenarnya sudah cukup transparan, akan tetapi hal ini hanya di mengerti 
oleh level masyarakat tingkat menengah keatas yang memiliki pengetahuan 
yang cukup mengenai administratif, dan akan sulit dipahami oleh masyarakat 
menengah kebawah yang kurang memiliki pengetahuan tentang 
administratif, seperti apa itu anggaran belanja, rencana strategi pembangunan 
dan lain sebagainya, apalagi melihat kondisi masyarakat Sulawesi Tenggara 
saat ini, terutama yang berada di pelosok, masih banyak yang belum 
terjangkau oleh jaringan internet dan masih banyak yang belum dapat 
menggunakan internet karena tingkat pendidikan yang belum memadai untuk 
mengakses internet. Sehingga hanya orang-orang dengan tingkat pendidikan 
menengah keatas dan tingkat ekonomi menengah keatas yang mampu 
mengakses dan mengerti tentang informasi di e-government tersebut. 
Penerapan sistem e-government ini sangat baik, penggunaan e-
government tentunya membawa banyak perubahan dan manfaat dalam 
pelaksanaan administrasi pemerintahan, khususnya dalam menyebarkan 
informasi kepada masyarakat, adapun manfaat dari e-goverment10 tersebut 
diantaranya: (1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada 
stakeholdernya. Dengan menggunakan layanan e-government pelayanan 
pemerintah kepada stakeholdernya dapat lebih efektif dan efisien, dimana 
pelayanan dan interaksi yang  dilakukan dapat  lebih cepat dan mudah karena 
di era kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat mengakses 
semua informasi dengan bantuan internet kapan dan dimana saja.  (2) 
Meningkatkan transparansi kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintah. Penerapan e-government memudahkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mengawasi program  dan kegiatan pemerintahan dengan 
mudah, yaitu dengan mengakses situs e-goverment milik pemerintah melalui 
jaringan internet. (3)Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi 
relasi dan interaksi. Adminitrasi di era digital dapat mengurangi biaya 
operasional yang biasanya digunakan pada sistem administrasi konvensional, 
seperti kertas, tinta, dan lain sebagainya. Berkurangnya pengeluaran 
pemerintah terkait biaya operasional akan memberikan peluang bagi 
pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (5) 
Menciptakan lingkungan masyarakat baru. Dengan diterapkannya sistem e-
                                                          
10Puput,Keterkaitan hubungan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dengan e-
government. http://puputelza.blogspot.co.id/2012/05/keterkaitan-hubungan-antara-uu.html 





government menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak gagap akan 
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi dimana 
informasi bergerak sangat cepat dan dinamis dan telah menjadi gaya hidup 
masyarakat saat ini.(6)Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain 
sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan 
publik secara merata dan demokratis. Melalui e-government masyarakat 
dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses pengambilan 
kebijakan publik karena didukung oleh sistem  pada e-government yang 
interaktif. 
Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk lebih 
meningkatkan akses masyarakat terhadap e-government ini. langkah yang 
dapat ditempuh oleh  pemerintah adalah meningkatkan jaringan internet di 
kawasan Sulawesi Tenggara, khususnya daerah yang berada di pelosok agar 
situs e-government ini dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh lapisan 
masyarakat Sulawesi Tenggara. Fasilitas inisemestinya tidak hanya 
dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja, karena tujuan e-government 
sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa 
terkecuali. Apabila hal ini terwujud maka dapat dikatakan bahwa pemerintah 
telah menerapkan sistem good governance kepada masyarakat. 
Selain jaringan internet kemampuan dan pengetauan masyarakat 
untuk mengakses internet juga diperlukan, peningkatan pembangunana 
dibidang pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat perlu dilakukan seiring 
dengan penerapan sistem pemerintahan dengan e-government, terutama di 
daerah pelososk yang terpencil agar isi e-govenment ini dapat dipahami dan 
dapat diakses oleh masyarakat. Selain pendidikan, tingkat ekonomi dan 
fasilitas perlu ditingkatkan oleh pemerintah.Peningkatan fasilitas ini 
bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses situs e-
government tesebut. Hal yang perlu disiapakan oleh pemerintah Sulawesi 
Tenggara dalam rangka penerapan e-government adalah, jaringan internet 
yang memadai, pengetahuan masyarakat dalam menggunakan internet dan 
mengakses internet serta kemampuan masyarakat dalam melengkapi fasilitas 
hardware untuk mengakses internet, seperti ketersediaan komputer maupun 
laptop untuk masyarakat. 
Sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi sebelumnya terhadap 
penerapan e-government dengan menerapkan peraturan yang berhubungan 
dengan  kesiapan masyarakat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis 
ICT ini, diantaranya dengan diterbitkannya Inpres nomor 6 tahun 2001. Guna 
menunjang pelayanan masyarakat dengan berbasis pada teknologi informasi, 
pemerintah meluncurkan program G-Online, singkatan dari Government On 
line. G-Online adalah program pemerintah untuk menyukseskan pelayanan 
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kepada masyarakat melalui media internet. Wujud nyata dari aplikasi e-
government yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya 
adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah 
merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-
government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. 
Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam 
pengembangan e-government di Indonesia yang memiliki sasaran agar 
masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada 
informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam 
pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media 
internet11. 
Begitu juga penerapan e-government di Indonesia tidak lepas dari 
rencana pelaksanaan yang berbentuk roadmap sesuai ketentuan Inpres No.3 
Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan e-government. 
Kepulauan geografis Indonesia menawarkan tingkat tinggi keberagaman 
kepadatan penduduk, tingkat akses dan kesadaran internet. Program e-
government di Indonesia harus diracang semudah mungkin sehingga dari 
komunitas yang beragam tersebut dapat ikut mengakses e-government di 
Indonesia. Selain karena tingkat kecanggihan yang bervariasi, banyak 
pengguna harus bergantung pada “perantara cerdas” untuk menambah 
interaksi manusia untuk transaksi e-government. Pertimbangan ini terutama 
berlaku untuk daerah pedesaan dan desa-desa terpencil. Untuk program e-
govermnment agar penyebarannya berhasil, pemerintah Indonesia 
mengembangkan lima tahap roadmap kegiatan, pada tahap pertama yaitu 
tahap persiapan pemerintah ingin memberikan pengetahuan masyarakat 
menyangkut e-government dengan memberikan pendidikan kepada 
masyarakat, kemudian menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan e-
government setelah itu pemerintah menyiapkan landasan hukum dan 
peraturan dalam penerapan e-government tersebut.12 
 
B.2. Peran E-Government dalam Mewujudkan Transparansi 
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Apabila mencermati konten dari situs e-government milik pemerintah 
Sulawesi Tenggara terlihat bahwa pada dasarnya transparansi informasi telah 
mulai diusahakan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara berdasarkan konsep 
                                                          
11Buku panduan kementrian Komunikasi dan Informasi, 2002 hal. 3 
12Model, strategi, Roadmappenerapan e-government 
Indonesiahttps://opyaroffah.wordpress.com/model-strategi-penerapan-e-government-
Indonesia/ diakses tanggal 15 Desember 2015. 
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good governance seperti yang diungkapkan oleh Gaffar13 yang 
mengemukakan bahwa Good Governance tidak membolehkan manajemen 
pemerintah yang tertutup. Oleh karena itu ada 8 (delapan) aspek mekanisme 
pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu 
sebagai berikut: 1) penetapan posisi jabatan atau kedudukan; 2) kekayaan 
pejabat publik; 3) pemberian penghargaan; 4) penetapan kebijakan yang 
terkait dengan pencerahan kehidupan; 5) kesehatan; 6) Moralitas para pejabat 
dan aparatur pelayanan publik; 7) Keamanan dan ketertiban; 8) kebijakan 
strategi untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Akan tetapi hal ini belum 
dapat dilakukan secara sempurna karena faktor kendala-kendala operasional 
yang dihadapi. 
Salah satu upaya dalam menerapkan transparansi di Sulawesi 
Tenggara adalah dengan diterapkannya sistem layanan pengadaan barang dan 
jasa elektronik atau secara online  untuk meminimalisir tindakan-tidakan 
kolusi dalam pelelangan proyek, hal tersebut sudah merupakan langkah maju 
dalam transformasi penerapan pemerintahan yang berbasis Infomation 
Communication Tecnology (ICT).  
Menurut Piotrwosky dan Van Rizin14 menjelaskan bahwa 
transparansi dalam pemerintahan dapat didefenisikan sebagai kemampuan 
untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam organisasi di sektor publik 
melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi 
informasi melalui webside secara aktif, perlindungan terhadap wistle blowers 
dan bahkan melalui pembocoran informasi secara ilegal. Pada prinsipnya 
transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menmbuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan 
masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya 
atau usaha dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Apabila pendapat diatas dikaitkan dengan  e-
government  milik pemerintah Sulawesi Tenggara maka sebagian besar telah 
direalisasikan dalam situs pemerintah Sulawesi Tenggara, hanya saja belum 
diikuti dengan transparansi di bagian-bagian lainnya di situs e-government 
tersebut, karena masih banyak data yang tidak diperbaharui ataupun tidak 
ditampilkan didalamnya, seperti akses terhadap dokumen, sebagian besar 
dokumen yang ditampilkan tidak update dan sebagian dokumen tidak 
tersedia. Pada bagian publikasi, informasi melalui webside tidak dilakukan 
secara aktif, karena update berita maupun data tidak dilakukan secara rutin 
                                                          
13Yogiswara Krisnah PutuPeran egoverment dalam mendukung transparansi 
dan keterbukaan informasi public (studi kasus website resmi Pemerintah 




dan aktual sedangkan  perlindungan terhadap wistle blowers telah tersedia 
akan tetapi pada portal sultraprov.go.id yang merupakan situs yang terdapat 
layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). 
Salah satu kelebihan penerapan e-government adalah adanya akses 
kemudahan masyarakat untuk mengakses segala informasi pemerintahan, 
untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya saluran interaktif antara 
masyarakat dan pemerintah melalui situs e-government tersebut. Pada e-
government Sulawesi Tenggara sebenarnya salurannya telah disediakan akan 
tetapi belum diterapkan atau belum online dan tidak disosialisaikan kepada 
masyarakat.   
Apabila kita mengamati e-government Sulawesi Tenggara, penulis 
melihat ada beberapa portal pemerintahan yang terpisah dengan portal resmi 
www.sulawesitenggara.go.id sehingga dapat menimbulkan kebingungan 
masyarakat yang mengakses situs tersebut. Publik nantinya hanya akan 
mengenal salah satu portal saja karena portal tersebut memang sering 
digunakan, contohnya saja portal pembangunan yang memberikan informasi 
tentang pelayanan pengadaan barang dan jasa. Portal tersebut terpisah dengan 
portal resmi sehingga publik akan lebih terfokus pada portal tersebut dengan 
mengabaikan portal resmi Sulawesi Tenggara yaitu 
www.sulawesitenggara.go.id  
 
B.3. Kendala dalam Penerapan E-Goverment di Era Keterbukaan 
Informasi Publik  
Dalam penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik 
tentu saja memiliki beberapa kendal, menurut pegawai biro humas dan PDE 
pemerintah Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa masih banyak kendala 
dalam mencari informasi, diantaranya masalah dana dalam mencari berita, 
terbatasnya dana mengakibatkan terbatasnya mobilisasi bagian humas dalam 
mencari informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD dalam 
lingkup pemerintahan Sulawesi Tenggara. Menurut penulis kendala dana ini 
yang mengakibatkan berita yang ditampilkan di bagian beranda situs e-
government Sulawesi Tenggara tidak aktual, yang ditampilkan masih berita 
lama yang tidak diupdate. Data dan informasi yang disajikan dalam situs 
tersebut juga masih banyak menampilkan data beberapa tahun yang lalu, 
bahkan ada beberapa bagian dalam situs tersebut yang kosong (tidak ada data 
yang ditampilkan). 
 Apabila dikaitkan dengan teori dalam public relations, selayaknya 
bagian humas dalam stuktur organisasi memiliki garis komando langsung 
dengan pimpinan tertinggi, agar supaya mendapatkan akses yang cepat dalam 
memberi dan menerima informasi kepada pimpinan maupun kepada 
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masyarakat15. Penerapan manajemen humas juga dapat dijelaskan dari 
penanganan masalah olehIvy Ledbetter Lee, Beliau adalah seorang wartawan 
yang berhasil menyakinkan akan perlunya public relations atau humas dalam 
sebuah perusahaan,lembaga maupun institusi. Saat ia menjadi konsultan 
public relations pada perusahaan barubara yang mengalami pemogokan 
besar-besaran karena menuntut kenaikan gaji, pemilik pabrik batubara 
meminta Lee mengatasi pemogokan tersebut. Ia bersedia dengan dua syarat, 
yaitu diberi posisi yang dekat dengan top manajemen, dan diberi kebebasan 
memberikan informasi kepada wartawan. Sejak itulah kegiatan public 
relations dikenal sebagai penyampai informasi.16 
Catatan lain mengenai peran Lee adalah pada saat mengatasi 
kecelakaan kereta api Pennsylvania Rail Road tahun 1906. Kecelakaan kereta 
api ini membawa kerugian besar tidak hanya bagi perusahaan namun 
terganggunya perekonomian, karena KA menjadi transportasi utama di 
Amerika. Untuk mengatasi ini Lee memberikan syarat pada perusahaan agar 
ia diberi kebebasan untuk berkomunikasi pada wartawan untuk menjelaskan 
sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Permintaan Lee dinilai tidak masuk akal 
karena pada jaman itu bukan hal yang lazim jika wartawan mendapat 
informasi tentang suatu peristiwa apa adanya, akan tetapi akhirnya 
permintaan Lee ini dikabulkan. Pekerjaan Lee sebagai konsultan PR pada 
saat itu cukup berat karena belum tumbuhnya kesadaran dari para pengusaha 
akan arti penting fungsi PR. Ivy Lee juga tercatat mengumpulkan prinsip-
prinsip PR seperti mengembangkan hubungan baik antara perusahaan dengan 
pegawai dan dengan media, dan ia juga mendeklarasikan Declaration Of 
Principles sebagai wujud dari perjuangan agar tercipta humas modern.17 
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai langah-langkah yang 
ditempuh oleh Ivy Ledbetter Lee dalam mengadapi krisis yang dihadapi oleh 
perusahaan dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 
mempercepat pengambilan keputusan dalam menangani krisis adalah berada 
pada posisi top manajer dan memberikana informasi yang sebenarnya kepada 
wartawan yang merupakan jembatan dalam menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Bila dikaitkan dengan posisi Humas pemerintah provinsi 
Sulawesi Tenggara,  maka idealnya bagian humas menempati posisi yang 
                                                          
15Cutlip, Scoot M, Effective Public Relations Edisi IX,(Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2007) hal. 7 
16Kriyantono Rachmat, Teori Public relations perspektif barat dan lokal,  hal.10-11 






strategis agar mudah dalam penyampaian dan pencarian informasi dalam 
masyarakat maupun kepada pimpinan daerah. Posisi humas yang strategis 
membuat humas tidak terhalang oleh peraturan birokrasi yang berjenjang 
dalam sistem pemerintahan yang akan memperlambat bagian humas tersebut 
dalam menangani masalah atau dalam hal ini dalam proses mencari dan 
mengolah informasi pemerintahan.   
Melihat masalah yang dihadapi oleh biro humas dan PDE pemerintah 
Sulawesi Tenggara dalam mengumpulkan informasi dan data terkait 
pemerintah, perlu segera dibuat peraturan untuk setiap SKPD dalam lingkup 
pemerintah Sulawesi Tenggara, supaya menyerahkan data terkait dengan 
seluruh kegiatan ataupun informasi yang menyangkut setiap SKPD yang 
bersangkutan. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan bagian humas dan PDE 
setiap SKPD agar situs e-government Sulawesi Tenggara yang merupakan 
situs resmi pemerintah provinsi lebih representatif bagi kalangan yang ingin 
mencari informasi menyangkut daerah Sulawesi Tenggara.Solusi kedua yang 
ditawarkan adalah adanya perombakan anggaran untuk biro humas dan PDE, 
dengan mempertimbangkan dana mobilitas para pencari berita agar aktivitas 
dalam meliput dan mengupdate informasi maupun data statis di situs e-
government tidak terhalang hanya karena kendala dana operasional.Solusi 
ketiga perlunya dilakukan perubahan nomenklatur baru tentang posisi humas 
agar aksesnya untuk mendapatkan informasi maupun memberikan informasi 
kepada pimpinan dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Karena peran 
humas sangat besar seperti yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center bahwa 
public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 
mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 




Masyarakat sulawesi tenggara pada dasarnya sangat setuju dengan 
penerapan e-government di provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi mereka 
menyadari masih kurangnya sosialisasi terkait dengan situs tersebut sehingga 
tidak semua masyarakat tahu akan keberadaan situs pemerintah itu. Informasi 
dan data yang disampikan pada situs e-government tersebut juga memerlukan 
kemampuan dan pemahaman administratif yang baik, sehingga masyarakat 
yang dapat mengerti tentang informasi dan data yang disajikan padae-
government Sulawesi Tenggara adalah masyarakat yang memiliki tingkat 
                                                          
18Cutlip, Scoot M, Effective Public Relations Edisi IX,(Jakarta: Kencana Prenada 




pendidikan dan pengetahuan pada taraf menengah keatas, dan memiliki 
perangkat komputer serta jaringan internet untuk mengakses e-government 
tersebut, padahal seharusnya situs e-government ini dapat diakses oleh semua 
kalangan masyarakat Sulawesi Tenggara.  
Penulis melihat pemerintah Sulawesi Tenggara telah berusaha untuk 
menerapkan sistem e-government dalam mewujudkan pemerintahan yang 
transparan, hal ini sudah terlihat pada adanya item pada e-government 
Sulawesi Tenggara yang diberi nama transparansi pengolahan anggaran 
daerah yang memuat semua rencana kerja setiap SKPD dalam lingkup 
provinsi Sulawesi Tenggara dan anggaran yang digunakannya. Hanya saja 
ada beberapa item dalam bagian tersebut yang masih kosong, data yang 
ditampilkan kosong, atau data yang ditampilkan adalah data lama. 
Pemerintah provinsi Sulawesi  Tenggara juga telah menerapkan sistem 
pelelangan proyek pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem 
elektronik atau secara online, untuk meningkatkan transparansi dan 
meminimalisir adanya tidakan korupsi dan kolusi dalam proses tersebut. 
Hanya saja portal untuk layanan ini terpisah dengan portal resmi pemerintah, 
sehingga akan menimbulkan kebingungan kepada masyarakat dalam mencari 
informasi dan data mengenai pemerintahan dan mengenai keberadaan situs 
pemerintah tersebut. 
Kendala- kendala yang dihadapi oleh biro humas dan PDE dalam 
mengelola e-government adalah masih kurangnya dana operasional dalam 
meliput kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkup 
pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengakibatkan berita, data 
dan informasi yang ditampilkan di situs tersebut cenderung tidak aktual, 
hanya menampilkan data dan informasi yang umum, kurang mendetail, 
bahkan ada item yang kosong atau tidak ada data yang ditampilkan. 
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